
Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 

PENYUSUNAN P R O G U M  PENGELOLMN WILAUAH PESISIR 
DAN PULAU-PUEAU m G I L  SECARA TERPADU 

PR. DA N, h!u 
Jurusan Bemanfaatan Sumberdaya Perikanan 

Fakultas Perikanan & hlimu Kelautan 
Enstitut Pertanian Bogor 

BENDAHULUAN 
Seiring dengan meningkatnya perhatian 

masy arakat luas (termasuk politisi) terhadap 
pentingnya peranan pesisir dan lautan dalam 
pembangunan di Indonesia, maka dewasaini istilab 
"Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu 
(PWPT)" bukmlah satu hd  yang asing lag. Namun 
apa dan bagaimana sebenarnya PWPT tersebut 
mungkin justru belum banyak dipahami secara 
menddam. 

Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu 
(PWPT)sebenmya merupakan satu upaya yang 
menyatukan antara pemerintahan dengan komunitas, 
ilmu pengetahuan dengan manajemen, dan antara 
kepentingan sektoral dengan kepentingan 
masyarakat dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan perencanaan terpadu bagi 
perlindungan dan pengembangan ekosistem pesisir 
dan sumberdayanya. Tujuan akhir dari PWPT 
adalah meningkatkan kuditas hidup dari komunitas 
masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari 
sumberdaya yang terkandung di wilayah pesisir dan 
pada saat yang bersamaan juga menjaga 

keanekaragaman hayati dan produktifitas dari 
ekosistem pesisir tersebut. Sehingga untuk 
mencapainya diperlukan suatu perencanaan yang 
komprehensif dan realistis. Proses perencanaan 
suatu program pengelolaan serta kemudian 
implementasi dari apa yang direncanakan tersebut 
merupakan satu siklus yang berkesinambungan 
(gambar 1). 

US P R O G W M  PENGELOEMN 
WKAYAN PESISm 

Proses berkembangnya satu program dapat 
digambarkan sebagai saw lingkaran yang diawali 
dengan identifikwi dan andisis terhadap isu-isu lokal 
wilayah pesisir tersebut (Langkah Pertama). 
Langkah tersebut kemudian diikuti oleh menetapkan 
tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakm dan 
program-program aksi. Setelah itu langkah ketiga 
menitikberatkan pada formalisasi perencanaan 
melalui j alur hukum, peraturan, kerj asama antar 
institusi dan mengalokasikan dana untuk 
pelaksanaannya. Berikutnya adalah tahap 
implementasi dari perencanaan tersebut. Adapun 

SlKLUS PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESlSlR 

Garnbar 1. Langkah-Langkah dalarn Siklus Kebijakan (GES 1996) 
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langkah terakhir yang sering terlewatkan adalah 
melakukan evaluasi. Siklus seperti ini menempatkan 
banyak kegiatan dari suatu program dalam satu 
sekuen y ang logis dm membantu untuk menguraikan 
keterkaitan yang rumit dari unsur-unsur yang 
terdapat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam 
konteks tersebut "siklus program" ini dapat dianggap 
sebagai peta atau alat bantu navigasi daiam 
menelusuri proses yang kompleks, dinamis dan 
bersifat adaptif. Pengalaman dari beberapa negara 
maju maupun berkembang menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa ha1 hams dilaksanakan pada saat 
yang tepat agar program pengelolaan wilayah pesisir 
dapat dengan sukses bergerak terus menuju tujuan 
j angka panj angny a. 

Di Indonesia sendiri, walaupun sudah cukup 
banyak proyeMprogram yang terkait dengan 
pernasalahan di lingkungm pesisir, tapi hanya 
sebagian kecil saj a y ang benar-benar dirancang 
untuk menjalmkan pengelolaan secara terpadu. 
Proyek pengelolaan wilayah pesisir di Segara 
Anakan, Cilacap pada tahun 1986-1992 boleh 
dikatakan merupakan yang pertma kali bempaya 
untuk mencari cara mengelola satu wilayah pesisir 
secara terpadu. Setelah itu menyusul berbagai 
inisiatif yang dilakukan baik oleh berbagai donor 
asing maupun oleh pemerintah sendiri d m  pihak- 
pihak non pernerintahan lainnya. N m n  sayangnya 
pendekatan yang dilakukm ataupun pemahamm 
konsep yang diambil seringkall kurang sesuai. 
Terkadang diatas kertas pendekatan dan konsep 
sudah tepat, tetapi pemahman pelaksana proyek 
yang tidak sesuai. Sehingga yang sering terjadi adalah 
tidak jelasnya tujuan akhir dari proyek-proyek 
tersebut dan bagaimana tolok ukur keberhasilanny a. 
Akibat yang berikut adalah tidak terjadinya 
"pembelajaran" (lesson learned) antar proyek, alih 
pengetahuan maupun replikasi dari pelaksanaanl 
inisiatif yang berhasil karena setiap proyek cenderung 
untuk selaIu mengulang "kembali dari awal" 
pelaksmam proyek-proyek baru (reiaventing the 
wheel). 

Slklus penyusunan program sebenarny a 
mempakm pandurn yang cukup baik bag pelaksana 
proyek untuk melangkahkan kakinya dalam 
menjabarkan konsep pengelolaan wilayab pesisir di 
lapangan. Hanya sayangnya banyak hal dalam siklus 
tersebut yang sengaja maupun tidak disengaja 
ditinggalkan karena dianggap remeh. Anggapan 

remeh ini muncul karena siklus tersebut sangatlah 
logis (sangat masuk akal) sehingga pelaksana 
cenderung punya sikap "sudah tahu" dan "bukan 
masalah". Hal yang terbuka salah pada abirnya. 

Langkah pertama 
Pada langkah awal identifikasi dan pengkaj ian 

isu, setiap pelaksana mengetahui bahwa ini 
merupakan tahap dimana programlproyek 
pengelolaan pesisir didefinisikan dan dikaji. Semua 
memahami bahwa terdapat beberapa tind 
yang perlu dilakukan, seperti (1) rnengz 
stakeholder utama dan kepentingan serta minatnya; 
(2) mengkaji prinsip dm isu lingkungrn, isu-isu sosial 
dan kelembagaan serta implikasinya; dan (3) 
mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang 
menghubungkan antara kegiatan mmusia, proses 
alarniah dan kemunduran kualitas kondisi 
sumberdaya pesisir. Sering terjadi langkah 
ini dianggap selesai setelah ketiga hal tersebu 
dapat terdokumentasikan. Disinilah sebenarnya 
te jadi "kesalahan pertama". 

Langkah pertma sehmsnya hanya dapat 
dianggap selesai bila telah secara jelas menyusun 
rekomendasi mengenai isu-isu penting mana yang 
diprioritaskan untuk digarap terlebih dahulu d d m  
jangka waktu pelaksanam proyek nantinya secara 
realistis. Permasdaban di wilayah pesisir selalu 
kmp1eks s e h g g  tidak realistis qabila satu (dan hanya 
satu proyek) untuk jangk pendek (1-5 tahun) 
bemaha untuk menyeles sekaligus. Lmgkah 
pertamaini biasanyamemakan waka 6 bulan sampai 
1,5 tahun. 

Langkah kedua 
Di langkah kedua, yakni persiapan dan 

perencanaan, memerlukan proses konsultasi yang 
lebih intensif dan proses perencanaan yang lebih 
mendalam terhadap berbagai macam alternatif 
tindakan yang direkornendasikan oleh lmgkah 
pertama. Hal ini karena tujuan utama dari Iangkah 
ini adalah menyusun satu rencana pengelolaan yang 
secara realistis dan terukur, sehingga dapat 
mengekspresikan kualitas lingkungan y ang ingin 
dicapai dan dipertahankm, cara-cara bagairnana 
sumberdaya dapat dialokasikan, dan berbagai 
perubahan yang diperlukan dalam pola hubungm 
antara pengeksploitasian sumberdaya a l m  dengan 
tingkah laku masyarakat disekitarnya. Dalam 
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langkah inilah tujuan spesifik dari progrdproyek 
hams didefinisikan secara jelas (satu hal yang sering 
sekali ditinggalkan !). 

Tidak dapat dipungluri bahwa langkah kedua 
mempakan langkah yang paling kompleks dan 
berlangsung selama beberapa tahun. Seringkali 
proyek-proyek bantuan dari donor diberikan dalm 
masa 3-5 tahun, dimana w a h  tersebut hanya akm 

A 

dapat dialokasikan untuk menyusun dokumen 
perenemaan pengelolaan, bukan pelaksanaannya. 
Terkadang pelaksana, baik LSM maupun 
pemerintah melupakan hal ini sehingga setelah selesai 
pekejaan perencanam, tidak ada lagi upaya untuk 
benar-benar merealisasikmnya karena "proyek" 
sudah selesai. Oleh sebab itu pendekatan yang pal- 
ing baik adalah dengan menyusun dan mencoba 
berbagai strategi serta tujuan untuk melahkan 
pemilahan terhadap berbagai pilihan yang ada. 
Dalam proses perencanaan ini termasuk juga 
pelaksanaan pengelolaan skala kecil (demo/pilot) 
untuk menguji fisibilitas dari rencana yang disusun 
untuk lingkup dan vvilayab yang Iebih luas. 

Kegiatan utarna dalam langkah kedua ini addah 
sebagai berikut: 

Melaksanakm penelitim ilmiah terhadap berbagai 
isu yang dipilih pada langkah pertama. 
Mendokumentasikan kondisi awal (baselhe) 
wilayah pesisir yang 
Menyusun rencana pengelolaan dan kerangka 

kelembagam yang akm melaksan 

Mempersiapkan sumberdaya manusia dan 
4 kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan 

(implementasi) program. 
i" Merancang (mendesain) stmktur kelembagaan 

dan proses pengambilan keputusan dalam 
pelaksanam program. 
Mengulli strategi pelaksmaan program d a l m  
skala kecil (pilof/&mo) 
Melaksanakan program pendidikan dan 
penyadaran bagi masyarakat (umm) danstah- 
holdel: 

Apabila hasil dari Ian&& pertama sudah 
a tahap ini kesdahan tersebut akan 

asi. Perenmaan yang dimsun akan 
bempaya "menjawab" seluruh pernasalah yang 
fiberikan dari hasil identifikasi. Akibatnya seluruh 
rencma hanya tinggal rencana karena sunrberdaya 
yang ada (institusional, manusia d m  biaya) tidak 

mampu memikul tugas yang dilimpahkan dalarn 
perencanam tersebut. Kesalahan keduaini biasmya 
bersifat "fatal". Artinya sebagian besar pproyek 
pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia bang  
jumlahnya juga tidak banyak) tidak pernah bisa 
beranjak ke langkah berikutnya 

Eangkah Ketiga 
Apabila proyek "selarnat" dan dapat berlmjut 

ke tahap berikutnya maka adopsi secara fomal 
merupakm pengahan terhadap rencana yang 
disusun, oleh pengambil keputusan d m  kebij &an 
di tingkat tinggi, seperti menteri, gubernur ataupun 
presiden. Seringkali p 
tersebut ditumgkan dal 
peraturan pemndmgm Iainnya. Adopsi ddam 
konteks ini meliputi persetujuan pendanam d m  
pengalokasian sumberdaya manusia untuk 
melaksanakan tiap langkah yang direncanakan. 

Tentunya sebeIum m p a i  kesanadoben y q  
dimsun pada langkah kedua akan diteliti dan mendapat 
banyak pertanyam-pertanyaan, bahkm seringkall 
membutuhkan revisi sebelum dapat disetujui. Sebagai 
konsekuensinya, dokumen perencanaan dapat 
men gal^ pembahanmendasartenrtarna dan berbagai. 
pertimbmgan aspek teknis m e ~ a d i  asp& politis, yang 
merupakan hatdanprionltas dari kal 
m a w  pihak-pihak Iaimya y 
terpengaruh oleh proyek tersebut.. D d m  proses ini 
akan m m d  berbs& argurnentasi yang 
tidak terpikirkan 
kesalahan lagi !) 01 
pemanmpada 
selalu omatis d i i  olehpmjuanp@o& dana 

a. Demi&m pula persetujuan 
n tidak selalu diihti  oleh 

a 
Memang langkah ketiga ini merupakan satu tahap 

terdapat proses tawar menawar dm pembean 
akomodasi diantara berbagai pihak yang terkait 
ekonomis maupun politis. Bahayanya adalah apabila 
hasil kompromi tersebut pada akhimya malah 
mengaburkm tujuan utsuna dari pelaksmaan proyek 
itu sendiri, dan ini memang s e h g  sekali tedadi 
(kesalahan ketiga !). Tantangan yang h m s  dihadapi 

at melalui langk&ini untuk s 
aan merupakan h tangm yang 

lebih berat dibandingkan dengan langkah-lmgkah 
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Langkah Keernpat 
Pada tahap ini rencana pengelolaan menjadi 

operasional dan titik berat proses beralih pada 
pengendan bentuk-bentuk baru dari pemanfaatm 
dan pengembangm sumberdaya darn, pengaturm 
institusiond yang berganti, pelaksanam pemantaum 
d m  aplikasi dari kontrol serta peraturan yang baru. 
Pelaksanaan y ang berhasil sangat tergantung pada 
kemampuan pelaksanan proyeMprogram untuk 
menghadapi berbagai tantangan yang sebelumnya 
tidakte~ikirkan d m  dapat mengadaptasikmya ke 
ddam inti progrm yang sedang berjdan. M f i t a s  
utama yang biasanya terdapat ddam langkah ini 
meliputi: p~nyelesaian k o d  
antarimtitusi, pernbmgunan i 
masyarakat, pelatihan bagi 
hukum, perencanaan dan penelltian terhadap 
masdah ymg banr timbul. -&fitas tersebut 
temasuk dalarn: (1) pelaksanaan mekanisrne 
koordinasi antar lembaga dan prosedur-prosedur 
resolusi konflik; (2) pelaksanaan peraturan- 
perahran dan prosedur-prosedur pengarnbilan 
keputusan; (3) penmatan kapasitas pengelolaan 
program; (4) peningkatan pembangunan dan 

rfisik yang d 
rong atau meningkatkan 

partisipasi kelornpok stakeholder utama; (6) 
menjaga agar prioritas program tersebut tetap 
berada ddam agenda publik; (7) memantau kinerj a 
progrm dan kecendemngan yang terjadi pada 
lingkungan sosial; (8) mengadaptasikan prograrn 
terhadap pengalaman yang mereka miliki; serta 
terhadap perubahan kondisi lingkungan, poliGk dan 
kondisi sosial. 

Pada urnumnya pelaksanaan pengelolaan 
vvilayah pesisir merupakan suatu hal yang nunit dan 
daftar dari pemaalahn yang mungkrn "Eimbul selma 
pelaksanaan sangatjah panj ang. Sabatier $an 

anim (1981), men@dentifikasikan 6 (enam) 
disi utama agar langkah ini dapat berjalan 

dengan baik, yaitu: (a) hjuan dan kebijsnkan yang 
j elas dan konsisten; (b) cukup baiknya ilrnu 
pengetahuan yang menunj ang kebij &an yang 
diambil; (6) kewenangan dan otoritas yang cukup; 
(d) stmktur organisasi pelaksanaan y ang baik; (e) 
kornpetensi dan komitmen dari pelaksana; ( f )  
mempertahankantujuan dm prioritas 
agenda politik 

Langkah Kelima 
Pada tahap ini seharusnya dapat diperoleh 

suatu pembelaj aran dan pengalaman y ang sangat 
bemanfaat (lesson learned). Namun langkah ini 
sering disepelekan ataupun diabaikan dalam banyak 
proyek-proyek pengelolam v\rilayah pesisir. Nmun 
bilakitamenginginkm admya keberlmjutan dari satu 
generasi siklus ke generasi berikutnya, maka tahap 
ini hams dilakukm secara benar. Tindakan u t m a  
dalam langkah ini adalah mdakukan evaluasi d m  
penyesuaian program sesuai kebutuhan dm hasil 
evduasi itu sendiri. Secara urnurn lmgkah evaluasi 
harus dapat menjawab dua pertmyaan mendasar, 
yaitu: (1) apa yang telah dilakukan d m  dieapai oleh 
program yang dilaksanakan terdahulu? dan 
bagairnana pengalaman tersebut dapat 
mempengmhi penyusunm desain d m  f o b s  dari 
program generasi berikutnya?; (2) apakah ada 
perubahan y ang terj a& pada isu-isu dan linglclangan 
hidup semenj ak program tersebut dij dankan? 

Seringkdi proyek-proyek dilaksanakm tanpa 
dilengkapi oleh perangkat evaluasi ataupun pandm 

sej ak awal. Alabatnya apabila 
evaluasi, maka itu hanya 

"memotret" kejadian yang sudab berlalu, tidak bisa 
merupakanmpm bdik yanglangsung bargunamtuk 
memperbaiki kinerja proyek. 

Evaluasi didefiisikan sebag 
rm&m proses pengelolaan ymg 
selehf untuk memberikan infonnasi kepada para 
pengelola mengenai berbagai isu penting sebelunn 
mereka mengarnbil keputusan-keputusan yang dapat 
berdampak besar. Tergantung pada lingkup dari 
keputusm yang akan dibuat, maka kegiatmwaluasi 
dapat dilakukan pada berbagai. tingkatan, baik pada 
kegiatan proyek tertentu ataupun pada kkgiatan pro- 
gram yang Iebih luas (Owen, 1993; Olsen, et al, 
1998; Kay and Mder, 1999). Pada tingkat proyek, 
kegatan evaluasi dapat memberikan infoFmasi 
terhadap jalannya proyek tersebut. Berdasarkm 
informasi tersebut maka manager akan hapat 
menemkan behag& perubahan rnaupun aksi yang 
diperlukan agar proyek tersebut dapat l&ih 
meningkatkan kinerj anya ataupun untuk 
rnernperbiuki kined a y ang kurang. Sedangkm pa& 
tingkatan program, maka hasil evaluasi dari berbagai 
proyek &an dapat dipergunakan sebagai bahan 
unbk rnengkaji ketepatan perencanam dan strategi 
program tersebut. 
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Setiap kali seseorang ingin melakukan evaluasi, 
maka kumpulan pertanyaan utama yang dirangkum 
oleh Owens (1993) di bawah ini dapat rnenjadi 
petunjuk sebelum rnelangkah lebih lanjut. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut addah: (a) apayang 
menj adi alasan u t m a  dilaksanakannya evaluasi 
tersebut?; (b) progrdproyek yang akan dievaluasi 
tersebut telah mencapai tahapan apa dan 
bagaimana?; (c) aspek apa dari proyevprogram 
tersebut yang akan dievaluasi; (d) bagaimma 
perkiraan ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi 
dengan wakau pelaksmaan proyeuprogram secara 
keselumhan?; (e) pendekatm evaluasi bagairnana 
yang akan dipergunakan dan apa metodologi 
pengumpulan d m  andisis data d m  infomasi yang 
sesuai dengan pendekatan tersebut? 

Selanjutnya Owms (1 993) mengklasifikasrkan 
pelaksanaan evaluasi rnenjadi 5 (lima)j enis, yaitu: 
(I) evaluasi damp& (2) evaluasi dalam pengeldaan 
program, (3) evaluasi proses, (4) evaluasi desain, 
(5) evaluasi untuk pengembangan. Pendapat lain 
mengenai j enis evaluasi iIll dik an oleh Olsen, 
Lowry dan Tobey (1998). Mereka rnenyatakan 
bahwa evaluasi terhadap proyek ataupun kegiatm- 
kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dapat 
dikategorj;kan dalam tiga jenis utama, yaitu; (1) 
Evduasi Kinerj a (Performance Evaluation), (2) 
Evaluasi Hasil (Outconae Evaluation), (3) Evaluasi 
Kapasitas Pengelolaan (Management C'acity As- 
sessment). 

Mengaps kits mernerlukan eara untuk dapat 
melakukan evaluasi seeara sistematis 
teshadap pelaksanaan 'Tengelolaan Wilayalh 
Pesiisir (prsyeWprcsgram)"?. 

Alasan utama mengapa kita membutuhkan 
permgkat evaluasi yang sistematis kznapelaks 
proyek pengelolm pesisir yang sukses sang&& kecil 
dibandingkan n berbagai kegiatan yang 
menyebhkan d lingkungan p i s i r  di duniaini. 
Aasan lain adalah bahwa di berbagai negara 
berkembang, temtarna di daerah tropis seperti Indo- 
nesia, proyek pengelolaan vdayah pesisir dij dankan 
sebagai "proyek-proyek pilot/percontohanYY yang 
tersebar dari Sabang smpai Merauke. Komunikasi 
yang terjalin diantara proyek ataupun analisis terhadap 

amp 
atau 

Sangat sedikit jumlah proyek perencanaan 
pengelolaan wilayah pesisir di negara-negara 
berkembang, termauk dan terutama di hdonesia, 
yang kemudian berhasil dilaksanakan 
implementasinya setelah proyeknya berakhir. Lebih 
sedikit lagi metodologi evaluasi yang 
didokumentasikan dan disebarluaskan. Kalaupun 
ada maka metoda evaluasi tersebut tidak 
menganalisis perbedaan berbagai desain dari proyew 
program yang ada serta pengmhnya terhadap hasil 
akhirnya. Oleh karma itu, tanpa admya kermgka 
kerj a evaluasi yang dapat diterima oleh para praktisi 
dan para pengguna lainnya maka kajian sisternaGs 
terhadap pelaksanam kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan  laya ah pesisir akan sulituntuk 
dapat dilakukm dan direplikasikan. 

Pertanyaan-Pertranyaan dalam Tiap Langkah 
Berikut addah pertanyaan-pertmyaan yang 

merefleksikan 5 langkah yang ada dalam sikIus 
kebij akan di atas. Tiap bagian tersebut kemudim 
dib agi lagi kedalam topi k-topik y ang paling 
penting dalam langkah tersebut. D a l m  tiap topik 
itulah rangkaian pertanyam tersebut dijabarkan. 
Penting untuk diingat bahwa pertanyaan- 
pertanyaan tersebut tidak semuanya relevan 
dengan semua proyek atau program yang ada. 
Oleh karenanya tidak semua pertmyaan tersebut 
perlu dijawab atau dipergunakan. Terdapat 120 
pertanyaan yang terbagi dalam 29 kategori. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut  harus 
diperlakukan hany a sebagai "petunjuMarahanY' 
dan bukan sebagai cetak biru yang dapat 
dipergunakan untuk seluruh j enis pekerj am. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun 
berdasarkan pengalaman yang didapat dari 
"pengalaman terbaik" y ang terj adi diprogram-pro- 
gram seluruh dunia. Pengalman terbaik tersebut 
berdasarkan dari studi pustaka dan pendapat- 
pendapat para ahli terhadap karakteristik d ari 
pengelolaan wilayah pesisir yang efektif. 
Kaakteristik tersebut addah; 
e Partisipasi stakeholder di setiap fase dari 

pengembangan proyek 
e Strategis, f o b s  dan pengambilan keputusm dari 

proyek yang berdasarkan isu tertentu 
Kordinasi antar insiitusi baik di tingkat lokd 
maupun nasional 
Pengelolaan seem adaptif dan "I 
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o Analisis ilmiah yang tepat yang diperlukan oleh 
pengelola 

o Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan 
institusional ddam pengelolaan wilayah pesisir 

(r Menyepadankan antara kegiatan-kegiatan proyek 
dengan kernampurn institusi dan SDmya  
Kepemilikan lokal maupun nasional terhadap 
proyek atau program yang dilaksanakan. 

Kegunaan utama pertany aan-pertany a m  
tersebut selain wtuk menilaihengkaji "diri sendis' 
(seIf-assessment), tetapi dapat juga dipergunakan 
sebagai checklist dari disain program, kerangka 
k e j a  pelatihan, metodologi untuk mengkaji 
kematangan dan kapasitas proyek/program 
pengelolaan Glayah pesisir. 

Langkah Pertnrna : 
Identifikasi dam Bengkajian Isu 

Tidak ada yang lebih penting bagi kesuksesm 
saht generasi pengdolaan wilayah pesislr dasipada 
seleksi/pemilihan isu yang &an &tang&, baik 
pemasalahannya maupm op 

a ini bisa dianggap sel 
wilayah yang &an menja& subyek perencanaan, 
penelitian dm dan kerangka dari tinda3tan-tindakan 
pengelolam teIah terdegnisikan. 

Proses identifikasi isu seringkali didasari oleh 
infomasi y ang ada ditambh dengan pelaksanaan 
pengkajian cepat (rapid assessment) untuk 
mempedeh gambaran mengenai kondisi lingkungan 
d m  sosial di wilayah yang dipehmbmgkan untuk 
dikelola. Namun bagaimanapm juga analisis yang 
lebih lama dan rinci untuk rnengidentifikasi 
permasalahan yang ada, penyebabnya dan 
kemngkinan penanggulangmya oleh 
lokal dm para pimpinan &an lebih men 

Berikut addah pedanyaan-pertanyam yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Ian&& p 

A. Identifikasi dan pengkajian isu 
wiIayah pesisir 

@ ISu-isu pengelolaan apa saj a yang m e a d  s 
arah dari program atau proyek? 

@ Apa yang menjadi aladpemicu sehingga proyek 
pengelolaan smberdaya tersebut pedu & s u l k  
d m  bagaimma hubungannya d e w  pemilihm isu 
yang &an ditangani oleh proyek 1. 
Apakah suatu kajian telah dipersiapkan dengan 
baik ? Siapa yang mempersiapkan kajian tersebut 

dan siapa yang membiayai kegiatan ini ? 
Siapa saja yang terlibat dalam p e n h j i m  tersebut? 
Bagaimana proses keterlibam mereka ? 

@ Sej auh mana pengkajian ini mernbahas kondisi 
sosial-ekonomi dari para pengguna/pemanfaat 
sumberdaya tersebut? 
Apakah ada analisa mengenai hrtbmgan anma 
lernbaga pemerintah dm lembaga lainnya d e w  
isu-isu pengelolaan pesisir utarna pada saat ini? 
Apakah analisa tersebut dapat mengungkapkan 
kecukupan (adequacy) dari pengelolak yang a& 
saat ini? 

e Apa mang linghp kajian tersebut ? T e h k  dan 
metodolog apa yang digunakan? 1 

Bagaimanatinht kedalmdetelitian d m  b j i m  
isu ini terhadap keterbatasan ruang llingkup, 
sumberdaya d m  wakcu dalam melaksanakan 
progrm pada saat ini? 

B. H(e1omgookStakehoIder Utama dan 
Kepentingannya 

Ke-ok stakehol&r non-pemerintah 
akan terpengaruh oleh adanya proyek p 
mberdaya pesisir di daerah. tersebut ? 
Apakah proses pengkajian isu tersebut juga 
menggali pendapat/pandangan dan persepsi 
masyarakat urnurn yang ~ d a k  temasuk d a l m  
suatu organisasi? Bsbg~mana pel& 
apa hasilnya? 

e Apakah kepentingan dari instansi peme~ntah d m  
lembaga formal lainny a seperti universitas, 
kelompok pengguna, dan organlsasi keagmaan 
telah diperhatikm? Bagaimma kepen~ngan- 
kepen~ngan merekatersebut diandisa? 

@ Sdmhmana@ianini 
atau kod ik  kepentingan? 
holder dan para tokoh di tingkat lokal maupun 
pusat telah dilibatkan? Bagaimana ha1 ini 
dilakukan? 

@ Apakahhjimini magi  h ~ m g  
berpotensi dan kelompok stakeholder y ang 
keterllbatannya dalam proyek tersebut akan 
&prioritaskan? 

e. Pemilihan Isu 
o ISU apa yang telah dipilih oleh proyek sebagai 

fokus kegiatanya? 'Bagaimma dan oleh siapa 
isu tersebut dipilih? 
Apakah m a g  lingkup dan koqleksitas isu yang 
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telah dipilih tersebut sesuai dengan kapasitas 
lembaga yang terlibat dan tim kerja proyek? 

* Apakah perencanam dan proses pemmusan 
kebijakan untuk menjawab isu tersebut dapat 
menghasilkm proposal yang cukup berbobot/ 
berkualitas agar mempedeh persebjuan formal 
dm pendmm untuk implementasinya? 

D. Reaksi terkadap proses pengkajian is@ 
Bagaimana kualitas teknis dari kajian yang 
dilakukan? Apakah para pakar menilai bahwa 
kajian tersebut sahih? 

a Kepada siapa dan d a l m  bentuk apa hasil kajian 
tersebut disampaikan? 

* IPespon apa yang diperoleh dari pelaksanam 
kdim tersebut? 

E. Trmjuan PrsgramllEroyek Pengelolaan 
Pesisir 

* Sej auh mma proyek ymg &usulkan atau b jum 
program mencerminkan isu-isu yang telah 
diidenskasi? 

a Apakah maksudtujuan dari proyek pengelolaan 
sumberdaya pesisir ini telah dimengerti oleh 
mereka yang akan menerima dampak dari 
pelaksanm nantinya? 

Langkah Kedua: Persinpan Perencanaan 
Pada Imgkah ini pengelola proyek menpsun 

rincim remana aksi untuk menjamb pennasalahan/ 
isu yang telafi dipilih di langkah pertma. Tujuan 

% spesifik, kebijakan pengelolm d m  progm-pro- 
gram aksi dijabarkm untuk tiap isu yang dipilih. 
Penehlian dilaksanakm untuk mengisi data d m  

T infomasi detail yang diperlukan untuk lebih 
memahami pernasalahan yang dihadapi. 

Berikut addah pertanyaan-pertanyam yang 
berkaitm dengan pelaksanam lmgkah kedua ini; 

A. Pendokumentasian kondisi awal 
(baseki'ne) 

Studi apa saja yang telah dilakukan dalam 
pendohmentasian kondisi awal? 

* Apakah masyarakat atau kelompok stakhoZ&v 
tertentu berpartisipasi dalam pendokumentasim 
tersebut? 
Apakah. kondisi awal tersebut dapat dijadikan 
sebagai tolok ukur da lm mengmdisis perubahm 
di masa mendatmg? Wal-hd apa saja dalam 

kondisi awal tersebut yang dapat menggambwkan 
dampak dimasa datang akibat adanya kegiatan 
pengelolaan? 

* Apakah lokaddaerh kont~-01 (controEss'tes) telah 
direncanakan sebagai dasar andisa damp& 
pengelolaan sumberdaya pesisir? 

B, Penelitian Penting 
* Penelitian apa saja yang telah dilaksanakan? 

Pertanyaan-pertmyaan (hipotesa) apa y ang 
dibuat untuk dijawab oleh penelilian tersebut? 
Bagaimma peranan isu-isu pengelolaan tersebut 
dalam menentukm agenda penelitian? l p a k &  
skala penelitim tepat untuk untuk isu yang telah 
diidentifikasi dan sesuai dengan kebutuhan p r ~ -  
g d p r o y  ek? 4 

* Apakah. penelitim yang dilakukm berguna bagi 
proses perencanam proyek? " 
Siapakah pelaksana dari penelltian ini? Apakah 
penelitim ini melibatkan tenaga ahli lokal dm' 
berdasarkm pada penelitim ymg s u d h  ada? ' 
Apakah telah dipilih p&ar dari l u x  lokasi ymg 
keahlian dan pengalamannya dapat digunakm 
untuk menmbah kuditas penelitian tersebut? 
Apakah pakar dari luar itu membimbing penefiti 
lokal dan bekerj a untuk meningkatkan kagasitas 
lokal di dalam melhmakan penelitian yang 
berdaswkan isu-isu pengelolaan sumberdaya 
pesisir? 

* Apakah masywakat d m  stakeholder I&nnya 
&libatkan dalam penelitian? Apakah mereka 
mendapatinfom& meng& &l penelitian dm 
impfikasinya? 

42. Perencanaan Pengelolaan 
e Dasar pemikiran atau teen apa yang melmdasi 

rancangan pengelolam utam.a kedalam rencana 
pengelolaan? Bagaimmavaliditas dari logika atau 
teori tersebut? 

* Untuk kelompok atau individu mana pewdolaan 
urilayah pesisir tersebut direncanakan? 

* Pembahm-penibahan perilah apa saja yang 
diharapkan dari kelompok sasaran? Seberapa 
penlingny a perubahan-pembahan tersebut? 

a Apakah strategi pengelolaan telah 
mempertimbangkan keseimbangan antara 
kegiatan yang telah m d i k i  pengaturan dengan 
kegiatan yang tidak diatur? Apakah instansi 
pemerintah yang akan dilibatkan dalam 
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pelaksanaan tersebut telah diajak berkonsultasi? 
o hsentifldorongan apa yang &tawarkan atau biaya 

apa yang akan dibebankan kepada kelompok 
sasaran dalm strategi pengelolaan? 
Apakah mang lingkup dan kompleksitas dari 
rencana pengelolaan tersebut sesuai dengan 
kapasitas lembaga-lembaga y ang akan 
bertanggungiawab ddam pelaksan 

o Apakah batasan-batasan yang diusulkan dalam 
perencanam dan pengelolaan itu sesuai dengan 
isu-isu yang telah dipilih? 

D. StruMur kelembagaan dan hukum serrta 
proses pengambilan keputusan bagi 
irnplementasi program. 

e Apakah kerangka kerja kelembagaan telah 
dirmcmguntuk rnelaksanakan progran?? 

o Apakah dalam rancangan kelembagaan itu 
menetapkan hubungan/kaiw da lm fonnulasi 
kebij akan dan proses pengarnbilan kepubsan 
pada tingkat lokal dan pada tingkat pernerintah 
pusat atau daerah kropinsi)? 

8 Apa saj a kewenangan f m a l  dari pengelola pro- 
gram? Apakah sudah cukup memadai? 

o Sejauh mana strategi pengelolam bedandaskan 
pada kerj asama antar lembaga yang terlibat? 

o Apakah ada kesenjmgan juridiksi secara jelas? 
Apaliah keg atan-kegiatm pengembangan (im- 
pact  generating) secara nyata lepas dari 
perabrm atau ketentum pengelom Zaimya? 

8 Apakah progrm iG terjadi konRik dengan pro- 
gram atau peraman lkmya? 
Apakah kodik hukum Ouridiksi) telah dikenal 
luas? Bagaimma pemecAantlya? 

E. Kompetensi Staf 
e Apa saj a pelatihan t e b s  dadatau pengelolam 

dan kegi atan pengembangan basi tas  yang telah 
diselenggarakan bagi staf proyek dda t au  staf 
dari lernbaga koordinatif! Apakah mereka telah 
rnendalmi pengetahurn y ang relevan dengan 
pengalman di berbagai ternpat & negaranya, re- 
gional dm iternasional? Apakah mempuny~ 
suatu strategi peningkatan kapasitas ymg busus? 
Jika ada, seberapa j auh efeMfitasnya? 

e Pada tingkatan apa kepercayaan dan komitmen 
stafterhadap rencana pengelolaan? Apakah para 
stafmengharapkm untuk berperan secara nyata 

F. Perencanaan finansiai yang berkelanjutan 
e Apakah telah direncanakan sumber dana 

keuangan dan sumberdaya lainnya yang 
dibutuhkan untuk pelaksmaan program? 

* Apakah telah dipersiapkan suatu strtegi 
pendanam bagi pelaksmaan program? Apakah 
pendanaan tersebut mempakan gabungan dana 
inti dari pemerintah dengan sumber l ~ m y a ?  
SmpG pa& tin@ mma progrm bergmtung 
pada penyandmg dana (donatur)? 

6. Kegiatan irnplementasi awal/pendahuluan 
(Ear& Iqbanenta6on A c g o ~ s )  

Apa jenis kegiatan pendahuluan yang 

Seberapa jauh pengalman yang diperoleh dari 
kegiatan pendahuluan itu dapat ditransfer kepada 
isu atau lokasi laimya? 

o Apakah pengalaman yang dipetik dari kegatan 
pendahuluan telah dimasukkan kedalam 
penyusunan kebij &an? 
Apakah kegiatan pendahuluan itu menghasilkan 
peningkatan yang dapat dirasakan langsung oleh 
para stakeholder ditempat kegiatan tersebut 
diterapkm? 

H. Program pendidihn dam penyuluhad 
genyadaran bagi masyarakat 
Apakah telah dirancang progrm pendi&kan dm 
penyuluhmtemtamaun~rnen~omasikandan 
mellbatkan mereka y ang me mil^ kepentingan 
dalm pemilihm isu? Apakah kelompok sawan 
(target awdiences) telah diiden~fikasi dm pesan- 
pesan pen~ng  yang disusun telah disampaikan 
kepada kelompok sasaran dm melalui apa pesan- 
pesan tersebuttelah disalurh dengm berhasil? 

e Apakah kegiatan pendi&kan darm upaya pelibatan 
y ang dilakukan telah mempunyi damp& ymg 
j elas terhadap kelompok sasaran? Apakah reaksi 
dm saran dai  m q  OpubIik) mempeng 
rmcangan program? 
Apakah proyek telah mendidik para petugas dm 
tokowpemimpin masyarakat tentang problem 
wilay& peslsir dm upay a-upaya proy ek untuk 
memudahkan pemecahan problem tersebut? 
Apakah para petugas senior dan para tokoh 
panutan tersebut behicara secara terbuka d m  

terhadap pengelolaan urilay& 
ereka itu memaharni irnplikasi 
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dari penanganm isu-isu proy ek, sebab-sebany a 
dan kemunghnm solusinya? 

o Apakah proyek telah mengubah persepsi m u m  
tentang isu dan kontribusinya terhadap perubahm- 
perubahm prilaku masyakat? 

Langkah Ketiga: 
Adopsi Formal dan Pendanaan ' I  

Langkah ketiga mempakm masa dimana 
upaya perenemaan dikristalisasikan. Pada tahap ini 

mefinperd$lfmdrnandatbgkat 

&ekspresikan melalUr perahran-perawan ataupm 
keputusan yang memberikan tanggunaawab dm 
kehatan tertentu. 

Berikut addah pertanym-pertanyaan yang 
berkaitan dengan pelaksanm langkah ketiga ini; 

A. Persetujuan formal terhtadap 
reneana pengelolaan 

e Apakah proses persehjum menjelaskan cam 
untuk satu periode implementasi ataukah masih 
diperlukm perencanam ddatau prosedur dan 
peraturn peniapa~ operasional lebh lanjut ? 
 meld^ proses apa, dan pada tingkat politik ymg 

engelolaan vyllayah pesisir seem 
d isea j~?  

e Isu-isu penting apa saJa yang dimuncdkan selma 
proses persehjuan? 

* Lembagalinstansi pemerintah, figur politik, 
kelompok atau kepentingan apa saja yang bmyak 
terlibat dalam proses persetujuan rencana 
tersebut? 

* Dalam bentuk apa rencana strategi pengelolaan 
secara resmi disehjui, apakah berupa undang- 
undang p e m e r a ~ m  pemerinw surat keputusan 
atau pe janjian antar lembaga? Apakah logika 
atau teori yang melmdasi rancangan rencana 
pengeldm pada L e a h  Kedua ini sews nyata 
telah dimodifikasi selama proses persetujuan? 

B. Penetapan kerangka kerja impiernentasi 
kebijakan pengelolasn wilayah pesisir. 

Apkah telah terjadi pengallhan dengan berhasil 
dari proyek kepada program pengelolaan suatu 
lembaga yang j elas didentitasnya sebagai bag id  
unsur pemanen di dalm s t r u b  pemerintahm? 

* Apakah telah dinegosiasikan pe j anJian antar 

lembaga yang bertanggungiawab khusus ddam 
irnplementasi program telah dialokwikan diantara 
berbagai lernbaga yang ada? 

* Apakah otoritas (wewenmg) resmi dm kerangka 

? Bagairnana teriji adinya s e ~ m  

aspek program yang dilhanakan? 

6. Pendanaan ilrmplementasi program. 
" Apakah surnber keuangan yang telah disepakaG 

untuk implementasi program teIah memadai? 
Apakah sumberdaya yang tersedia ini cukup 
untuk melhanakan semua program yang ada 
secxa maksimal? 

'' Berapa bagian (proporsi) biay a-biaya 
irnplementasi yang rnempakan bagian dari 
anggaran rutin pemerintah? Berapa bagian 
(proporsi) dana yang d i d h n g  olehgvmt jmgka 
pendek dm berapa bagim an proyek yang 
didanai oleh lernbaga internasiond dan lernbaga 
laimya? 

Langkah &empat: 
Implementasi (Pelaksanaan-Program) 

A. Efektivitas strategi pengelolaan 
Apakah logika atau teori yang melandasi strategi 
pengelolaan ini cukup valid ? apakah hipotesa 
dasar dari strategi yang telah disusun itu dapat 
dimalisa validiksnya? 

e Bagaimma rencana strategi dapat dimodfikasi 
setiap waktu, jika terjadi ? 
Apkah kegiatan implementasi telah dilakukan 
seemimbang antara aksi/tindakan yang berkaitm 
dengm peraman dan yang tidak berkaitan dengan 
perahran? 
Kelompok atau individu mana ymg banyak 
terpengaruh secara langsung oleh kegiatan 
implementasi program? Apakah yang terkena 
dampak implementasi tersebut sesuai ymg 
diharapkan dalm program yang telah dirmcang 
dan dise~jui? Jika b-irkan, mengapa? 
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B. Penegakan dan pelanggaran peraturan 
0 Perubahan-pembahan apa yang diinginkan dari 

prilaku kelompok sasaran dalam program 
pengelolaan? Apakah perubahan-perubahan itu 
telah tercapai? Jika ada, sebutkan perub ahan- 
perubahm tersebut? 

e Apakab program memberikan kon~bus i  berupa 
contoh-contoh penting bag penegakan peraman 

an oleh kelompok pengguna secara 
mandin? 

0 Apakah insentiflperangsmg y ang ditawarkan atau 
biaya yang dikenakan kepada kelompok sasaran 
dalam strategi pengeldm tehukti cdmp efektif? 

C. Kellengkapsn keraagka kerja dan 
wewenang resmi untuk pengelolaan 
pesisir 

Apakah ada wewenang resmi bagi pengelola 
secara penuh? Perkembangan apa saja d a i  
kerangka kerj a yang telah dibuat? 

e Apakah implementasi mengungkapkan 
kesej angan yurisdiksi secara j elas? Apakah 
kegatan-kegatan yang berdmpak besar d m  
luas (impact-generating) merupakan 
penge~ualian dari peraturan atau bentuk aturan 
lain bagi pengelolam pesisir? 

D. lntegrasi dan kerjasama antar lembaga 
e Apakah d a l m  implementasi ada k o d i k  yang 

serius dengan program atau peraturan laimya? 
Apakah kegiatan da-i lembaga-lembaga tersebut 
konsisten dengan tujuan dm progrm pengelolaan 
pesisir? 

0 Apakah konflik secara hukum diangkat ke 
p e r n u b  dm dikenal secaaumm? B g i m m a  
mengatasinya? Apakah sudah dibuat aturan main 
antar lernbaga atau telah ditetapkan m e k ~ s m e  
unhrk mengatasi kodik  yurisdiksi tersebut? Apa 
bentuk konfliknya? Bagaimana aturan atau 
mekanisme itu dapat berj alan dengm baik? 
Apakah bentuk kerjasatna ymg dibutuhkan antar 
Lembaga dalam strate,@ pengelolaan itu akan berjald 
bekerj a baik? 
Apa saja aturm organisasi yang cukup efewuntuk 
mengkoordinasikan atau beke j asarna antar 
lernbaga? Aturan mana yang tidak berguna? 
Mengapa? 
Apakah ada lembaga lain yang me1 
terhadap beberapa aspek dasi strategi pengelolaan? 

Insentif/permgsang apa yang diperlukan untuk 
memperkuat koordinasi antar lembaga? Resikol 

bagi lembaga yang 

E. Program pengadaan stafdan adminktrasi 
@ Apakah cukup personalia untuk melaksmakan 

strategi pengelolam? Apakah culcup surnberdaya 

Apakah tenaga kerj a telah dikelola secara 
Ap&& petunjuk adrninistrasi dan pengerahan 
sumberdaya mamda cukup jelas? 

e Apakah tanggungjawab setiap staf untuk 
lemenbsikan strategi pengelolaan dapat 

eh yang bers 
terlibat dalam proses merancang 

e Apakah staf mendukung strategi pengelolaan? 
Seberapajauh komitrnen d m  kontribusl kea ian  
mereka dalm hplenaawinya? 

0 Perubahan-perubahan apa saja dalam strategi 
pengelolaan y ang merupakan prakarsa d a i  staf! 

F. Bengelolaan keuangan 
e Apakah ada proses penganggaran dan 

pengelolaan keuangm? 
Bagaimana program dan pertanggunglawaban 
keuangannya? 

6. Analisa teknis 
@ Penilaian teknis apa yang dibutuhkan d a l m  

strate@ pengelolaan? 
Data teknis secara khusus apa yang hperlukaaa 
sesuai tujuan pengelolaan? Apakah ada data 
tentang isu-isu yang valid atau realistis? 
Apakah cUkLIp tersedla surnberdaya t e h s  untuk 
melaksanakan program? Apakah para staf 
mernpunysu ketermpilan teknis yang memads 
untuk membuat penilaian secara tepat? 

a. Transparansi 
e Apakah kebijakan, prosedur pengambilan 

keputusan dan penegakan mekanisme prograrn 
telah dipahmi oleh sebagian besar dskI-i mereka 
yang terpengaruhlmgsung dalarnimplernentasinya? 
Apakah keputusm program y ang tidak tepat tetap 
diumumkm dan diinfomasikan kepada mereka 
y ang terpengamh terhadap program tersebut? 
Sejauh mana data yang diprogramkm (data kajian 
damp&, keputusan yang dihasilkan, rencana 
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pengembmgan d m  konservasi, jenis/macm 
pelanggaran, dan data penting lainnya) tersedia 
bad stakeholder u t m a  d m  masyarakat urnurn? 

I. Konstruksi (pernbangunan) dan 
gemeliharaan imfrastruktur 

o Jika p e d a n ~ a n  i wilay& peslsir 
merupakan bagian penting dari lembaga pengelolan 
pesisir, apakah irnplementasi stsate@ dari unsm 

ni telahrnernbuat+tim parastaf 
pengelolm lain yang medadi 

tugasnya? 

pengelola? BagGmana penetapan secara b s u s  
tentang kebutuhm proyek i 

o Berapa bagim (proporsi) 
disebut proyek be= dm proyek k d l  menmpara 

manfaat ((benefi'er'aries) y ang 
? 

r Seberapa jauh para penerima manfaat 
pembangunan infrastnaktur y ang teiden~fikmi 
tersebut berpafiisipasi dalam penyusunan 
rancangan, an, dan pengembangan 
proyek infras 

@ Seberapa jauh penerima manfaat berpartisipasi 
rasi dan pemelilnaraan proyek 
itu? 

m Apakah ada mekanisme penganggaran bagi 
pembangunan dan pemeliharam infrasmktur? 
Bagaimma efekcifitasnya? 

r 
tersebut? 

J. Partisipasi 
r Golongan/ke1ompok d m  individu rnana saj a dari 

pernerirra dm non-pemenntah yang mempunyai 
andil paling besm dalampengefolaanvvilayahpGsir 
tersebut? 

* Pada ~ngka t  apa d u h n g m  politik dari golongan 
tersebut terhadap pengelofaan pesi~r? 

@ Seberapa jauh keterlibatan penerima manfaat pro- 
gram dan stakeholder utama secara &f d d m  
implementasi 

r Gara atau strategl apa yang digunakan untuk 
mernban&tkanpartisip&mereka? Seberapajauh 
tingkat keberhmilannya? 

K. Resolusi konflik 
Jika ada, konfllk apa yang muncul dalam 
implementasi program? 

o Apa saja teknik resolusi konflik yang digunakan? 
Bagaimma keberhasilmya? 

L. Dukungan politik 
Apakah ada figur pol i~k senior d a l m  prop& 
proyek? Apakah mereka mendukung progra?  
Apakah mereka dipilih atau ada petugas 
pemerintah lain y ang d ib juk  menempati posisi 
da lm p r o g m ?  B a g k m a  dukungm mereka 
terhadap progrm? Bagaimma, jika terj adi, 
pembahan dukungan mereka sepmjang waktu 
progam? 

e D d m  implementasinya, problem utarna apa yang 
dihadapi menumt pendapat para petugas yang 
secara langsung teriibat $dam pengelolaan? 
B ~ ~ m m a  menurut petugas lernbskga lainnya? 
BagGmana menunrt petugas non-pemerintah 
(LSM)? 

e Bagaimana dukungan dari kelornpok non- 
pemeintah (LS1LI)? 
Apakah. progrdproyek ini mendapat dukungan 
secara urnurn d a i  masywakat? Dalam bentuk 
apa atau bagaimana dukungan tersebut 
d w j u d h  atau &ekspresikm? 

Mi. Program monitoring (pernantauan) 
o Apakah telah dimmuskan mengenai progrm 

nnonitoing? Apakah program rnonitonng itu 
menekankm pada data administrasi, data 
lingkungq data sosial setau data koIllbinasi? 
Smberdaya apa dankpan stafdibu&NEan d d m  
program monibing? Apakah penernpatan staf 
telah sesuai pemintaan ymg rasional? 

o Ap&& ada rancangm analibs u n ~  rnenyusun 
berbagai kesimpulan yang diolah dan 
dipertimbangkan dari data yang telah 
dihmpulkm? Apakah lokasi kontrol telah 
dimmasukkan ke dalam rancmgan m d i ~ s ?  
Indikator apa yang djigunakm untuk m e ~ l a i  pro- 
gram utama? Bagaimmavdidi~nya? 

o Untuk ekologi pesisir, berapa kali data 
dihmpulkan? Pada skala ruang apa data 
dikumpulh? 

r Data monitoring ;pa yang dikumpulkan? 
Seberapa jauh progrdproyek mengatur tentang 
reneana monito~ng? 
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o Keputusan administrasi mtin, rencana atau 
kegiatan apa yang diinfomasikan ddam program. 
monitoring? 

a Bagaimana data monitoring dikumpulkan, 
disimpan dan diolah mtuk diinfomasikan? Siapa 
yang mengakses data tersebut? 

k Kegunaan dam dampak dari evaIuasi 
a Apakah evaluasi dinyatdan secarajelas dalm 

dohmen proyek? 
o Apakah swa-kaji (seIf-assessment) atau benbk 

evaluasi lainnya telah dilaksanakan dalm pro- 
gram? Apakah dllaksanakan mtuk beberapa 
proyek atau beberapa kornponen lain dari pro- 

? 
o Tipe evaluasi yang mana telab &laksanakan? 

Beaimma hasil evalerasi dikomunikasikan? 
o Bagaimma basil evalusesi digunakan? 

Bagaimma, jika ada, evaluasi memberikan 
kontribusi kepada learning secara organisatofis? 

STUD1 KASUS : 
PENERAPAN S 

PRO'B7EK 

o Di Srilangka, ren~ana pengelalaan wilayah pesisir 
genernsr'pertma (satu s i b s )  d i d &  padatahm 
1983, proses identifikasi isu dilaksanakan oleh 
staf Departemen Konservsi Pesisir (Coast Con- 

Isu-isu penting yang dipilih dani hasil iden~kasi  
add& erosi pant&, degradasi dan deplesi habitat 
dan hilangnya sumberdaya sejarah, budaya dan 
k i n d d m  dam. pada daerah pesisir. 

@ Erosi pantai dipilih secara nyata karena bagian 
dari tugas departemen. Pengelolaan habibt dan 
perlindungan ternpat bersejarah dan berbudaya 
dilakukan rneldui proses penetapan peraturan 
pada lebar 300 m di pesisir yang temasuk dalm 
area konservasi pantai. 
Perhatian laimya pada limbah industri terhadap 
habitat estuaria. Program pengelolaankualitas ak 
di wilayah pesisir dilaleukan pada perencanam 
generasi keha (siMus kedua) pada tahun 1997. 

Oleh karena itu, satu generasi (satu siklus 
kebijakm) proyeMprogram pengelolam vvilayah 
pesisir di Srilangka dalam kasus ini selama 14 
tahun. 

B. UNSUR-UNSUR PENTING UNTUK 

(PROFILING) SUATU VVMYAEP 
PESISLR 

a. Bagairnana kondisi ekosistern pada saat 
ini ? 
Mewarnbarkan karakteristik habitat, spesies dm 
komunitas biologis. 

s Mengidentifikasi perkembangan kondisi dan 
pernstnfaatan sumberdaya, serta rnenggarnbarkan 

mganimplhsl jangka pendek danjmgka 
panj ang terhadap perubahan-perubahan 
lhgkungan dm atau sosial. 
Mengidentifikasi rnasalah-masald suderdaya 
dan peluang pengelolaan yang dnilai penting pada 
lokasi-lokasi yang spesifik. 

b. Bagaimana kualftas hidup rnasyarakat 
pada x e a  tersebut? 

o Mengkaji indlkator yang dapat dikuantifikasi (ma- 
terial indicators) seperti pendapatan, gizi, 
perurnahan, pendidikan, dm sebagainy a, juga 

(in- 
tangirble indcators) misalnya harap dm 
ketakutan rnasa dep? dari masyarakat. 

* Apa yang a& dalm f iban  masyakat? Isu-isu 
apa yang @at diatasi sendiri oleh masy 

b. Bagaimana konteks kelernbagaan bagi 
sumberdaya pada area yamg telah 
ditentukan? 

o Apa peranan dan tanggungjawab lembaga 
pemerintah terhadap pengelolaan surnberdaya 
pesisir? Apakah adalernbaga yang dipersiapkan 
untuk menangani isu pengelolaan sumberday a 
y ang penting? Bagairnana pepanan pengelola y ang 
berubah-ubah dari w@tu ke waktu ? Apakah 
ada pengelolaan secara uadisional yang relevan 
untukmasalah-masalah yang kontemporer? 
Mengkaji kemampuan lembaga-lernbaga dalm 
mengelola isu-isu-pada saat ini dan masa 
mendatang berdasarkan kemmpuan teknis dan 
kredibilitas publiknya? 
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C. MSELINE STUL)IES DaIarn mempelajari pengalaman pelaksanaan 
(STUD1 KONDISI A W L )  pengelolaan pesisir, yang penting untuk diperhatikm 

Studi baseline tentang sosial-ekonomi dan adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk 
lingkungan pada tingkat desa telah dilaksanakan mencapai tujuan akhir dari program tersebut, yaitu; 
di desa Bentenan dan Tumbak (Minahasa, (1) kualitas hidup komunitas pesisir yang 
Sulawesi Utara) oleh Proyek Pesisir. berkelanjutm dan (2) kualitas Iinghngan hidup 

e Studi sosial-ekononri ini mengumpulkan informasi 
demografi berbasis rumah tangga, jenis kegiatan 
produktif rumah tmgga, praktek perikanan, d m  
sikap-sikap penduduk terhadap aktifitas 
pemanfaatan sumberdaya pesisir di kedua desa 
tersebut. 

e Survey lingkungm pa& kedua desa tersebut dibagi 
dalam 12 stasiun transek untuk sensus j enis-jenis 
ikan dm kon&si terumbu 

D. 

(Ec~r& Acdon) 
e Kedatan berjangka pendekkurang dari 12 bulan. 
e Wasil kegiatan secara Imgsung dapat drasakan 

manfaatny a oleh masyarakat. 
e Melibatkan berbagai kelompok, dalam arti 

kegiatan ini memerlukan koordinasi sebanyak 
mungIcin kelompok yang beragm. 

e Kegiatan ini mempertimbmgkan prilaku sosial 
da lm penggunam dan pengeldm surnberdaya 

wilayah pesisir ymg 1esta-i. Umt-uru~nuntuk dapat 
mencapai tujuan akhir tersebut dapat digambarkan 
sebagai pencapaim tujuan antara pada generasi 
pertama, kedua dan ketiga. Skala waktu yang 
demikim panjmg berada diluar"masa keja" proyek 
atau program yang dibiayai oleh bank-bank 
pembmgunan maupun donor-donor intemasiond. 
Oleh karena itu untuk dapat selalu menarik benang 
merah dari satu siklus/generasi ke sikluslgenerasi 
berikutnya ataupun men@ku.ti setiap lmgkah dalarn 
satu siklus diperlukan adanya metoda evaluasi yang 
sisternatis. 
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